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OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

(Fadhila Fitria, 1510111129, Fakultas Hukum, 2018, 55 halaman)

ABSTRAK

Pemerintah dan/atau Pemerintan Daerah mempunyai tugas melakukan
perlindungan Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya. Perlindungan Cagar Budaya yang ada di daerah masing-
masing oleh Pemerintah Daerah merupakan cerminan usaha Pemerintah untuk
melindungi dan memberdayakan masyarakat, karena Cagar Budaya merupakan
warisan kebudayaan yang bersifat kebendaan yang harus dilindungi
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan daerah itu sendiri. Seperti diketahui
Cagar Budaya yang ada di Indonesia banyak yang sudah rusak ataupun hancur.
Karena tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat melakukan Perlindungan Situs Cagar Budaya Istana
Bung Hatta terkait dengan banyaknya terjadi kerusakan dan kehancuran pada
Cagar Budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dari
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam perlindungan Situs Cagar
Budaya Istana Bung Hatta dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
Perlindungan Situs Cagar Budaya ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data
diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pihak/pimpinan
Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi
Sumatera Barat dan pengurus Istana Bung Hatta yang mengetahui dan memahami
permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa,
Pemerintah  Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya
perlindungan Situs Cagar Budaya masih belum sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan wewenang
dalam melakukan perlindungan Cagar Budaya. Walaupun sudah ada beberapa
yang dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut, tetapi pada umumnya
belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Istana Bung Hatta dimiliki
oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga pengelolaannya berdasarkan
pada aturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Sehingga jika berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pengelolaannya sudah sesuai dengan
peraturan menteri tersebut. Juga Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
memerlukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan
Cagar Budaya atau pengelolaan Cagar Budaya yang didalamnya mengatur
mengenai perlindungan sebagai bentuk upaya mendukung perlindungan Cagar
Budaya di Sumatera Barat.
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